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A. LATAR BELAKANG
Perkembangan kehidupan ketatanegaraan pasca reformasi 25 tahun silam

menghasilkan perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem bernegara di Indonesia.
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1 Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Pers: Jakarta,
Cet 2, him. 58.

2 Jimly Asshiddigie, 2012, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sinar Grafika: Jakarta, him, 40.

% Irfan Nur Rachman, Alboin Pasaribu dan M Lutfi Chakim, 2021, Pengujian Formil Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi (Teori, Hukum Acara, dan Studi Perbandingan), Rajawali Pers:
Jakarta, him. 1.



untuk membangun paradigma penegakan hukum yang mengedepankan supremasi
konstitusi dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi bernegara.
Perwujudan dari penegakan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi

tersebut akhirnya melahirkan lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama
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> Kewenangan Mahkamah Konstitusi dlmuat di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah (1) Menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu dalam pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelangaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.

6 Retno Widyoastuti dan Ahmad Ilham Wibowo, 2021, “Pola Pembuktian dalam Putusan
Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 18, (4), him. 804.



yang menjadi tujuan dari fungsi constitutional review adalah untuk menjaga agar
terlindunginya hak-hak kostitusional warga negara dan hal kedua adalah untuk
melaksanakan fungsi check and balances antar lembaga negara.” Agar mendukung
upaya tersebut, konsepsi constitutional review dalam praktiknya kemudian dibagi

pengujian formil. Dalam hal ini,

yang dimiliki O Mahk
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P8 darmL ndang (Perkembangan Permohonan
Perlindungan Hak Konstltusmnal Warga Negara Dalam Praktik), Rajawali Pers, Jakarta, Cet 1, him.
7.

8 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VI11/2009 menjadi dasar konstitusionalitas
pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian
materiil terhadap Perpu nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam putusan ini, terdapat satu Concuring
Opinion oleh Hakim Konstitusi Moh Mahfud MD dan satu Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim.

® Jimly Asshiddigie, 2021, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press,
Jakarta, Cet 4, him. 119.



hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka Peraturan Pemerintah itu diberikan
kedudukan untuk dapat memuat substansi yang seharusnya dimuat oleh Undang-
Undang.’®  Argumentasi tersebut jugalah yang salah satunya menjadi bahan
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai bahwa Perpu juga menjadi

kan oleh Mahkamah Konstitusi.™
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a

mengenai Perptreiats

pasal a quo mengatur sebagai berikut :

19 1bid,.hIm. 164-165.

11 Bagian Pertimbangan Hukum Nomor [3.9] dan [3.12], Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
138/PUU-V11/2009, him. 18-21.

12 Fathorrahman, 2021, “Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi”, Hukmy: Jurnal Hukum, 1, (2), him. 136.

13 pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut.

3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut.

Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang dimuat oleh

hehsif.'* Jikaidibaca se

1) Peraturan Pemerinta ‘ Fadang harus diajukan ke DPR
dalam persidangan yang beri

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, telah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

5 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

16 Ppasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.



2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan
Rancangan Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan
terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat
persetujuan DPR dalam rapat parlpurna Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang terseb . .- i undang- undang
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pembentukan Perpu sebagalm® gtem Pasal 53 UU Nomor 12

Tahun 2011 yang berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan

17 Pengaturan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan
Presiden” .

Disamping ketentuan tersebut, problematika pengujian formil terhadap Perpu

juga berkisar pada bagaimana konsepsi keterpenuhan syarat formil yang terdapat

elah sesuai
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implikasi dari penilaian subjektivitas Presiden terhadap suatu permasalahan hukum

yang harus diselesaikan secara cepat. Sehingga, dalam praktik yang berlangsung,

18 pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

19 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan



Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden relatif baru diketahui publik ketika Perpu
tersebut telah diundangkan.

Lebih lanjut, dalam praktik yang berlangsung sehari-hari pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-V11/2009. Proses pembentukan Perpu yang

ggeytinoan yang memaksa” diartikan

aspek keterbukaan sesuai

dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kedua, ketiga klausul diatas dapat dikatakan tidak berdiri sendiri dikarenakan

untuk dapat menilai telah terjadinya kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa

20 Lebih lanjut, lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-V11/2009



sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945, klausul tersebut harus dapat terpenuhi secara
kumulatif sehingga jika salah satu tidak terpenuhi, berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VI11/2009. Maka kondisi hal ihwal kegentingan yang

memaksa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak

memiliki dasar hukum yang _Kualecd akan tidak memenuhi persyaratan

«‘;.

ketidakterpenuhan atas ketiga aspek terseblt artinya sama dengan tidak terpenuhinya
syarat formil suatu Perpu. Oleh sebab itu, kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-V11/2009 tersebut dapat dilihat tidak hanya aspek substansi yang

relatif dekat dengan unsur materiil suatu peraturan perundang-undangan, namun juga



erat kaitannya dengan aspek formil yang menjadi syarat telah terpenuhinya prosedur
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Selain itu, penafsiran Mahkamah Konstitusi di atas selama inilah yang
digunakan sebagai rujukan formil dalam proses pembentukan Perpu di Indonesia.

insipnya hanya dibentuk untuk
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kemungkinan

pernah diputuskannya. Pemohon yang akKan melakukan pengujian formil terhadap
suatu Perpu sudah tentu akan mengikutsertakan konstruksi pandangan Mahkamah

Konstitusi dalam memposisikan kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa

21 Saldi lIsra, 2021, Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika
Konstitusional), Rajawali Pers: Depok, Cet 2, him. 200.
22 | bid.
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sebagai syarat utama pembentukan Perpu. Akhirnya, tanpa batasan yang jelas bagi
Mahkamah Konstitusi dalam menilai aspek formil pembentukan Perpu, potensi
dilematisasi posisi Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yudisial yang

berhak melakukan pengujian formil terhadap Perpu menjadi sangat terbuka.

Tidak hanya itu, pasca D

V11/2009

elihat Perpu sebagai objek yang dinilai,

adalah cara pandang yang berbeda dalam
dalam artian, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang melihat Perpu dalam
paradigma hukum sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang

memandang Perpu dalam paradigma fungsi legislasinya yang tidak dapat dilepaskan
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dari corak politik yang ada didalamnya. Selain itu, alasan kedua yang mendasari
sulitnya mencari titik pertautan antara dua lembaga tersebut dalam konteks
menyelesaikan persoalan perihal Perpu adalah, jika Mahkamah Konstitusi masih

melakukan pengujian formil atas suatu Perpu namun tidak lama kemudian Dewan

sebut ditol ﬁi .

\/

sisi, jika hta

in formil atas PerptSsebelum:

i -
2l

ilan Rakyat, namun De

)

struktur peraftUranR—per >@DagaHNa

disinggung sebelumnya, secara konstitusiohal, Perpu memiliki daya ikat yang relatif
singkat karena UUD NRI 1945 secara eskplisit menegaskan bahwa Perpu harus
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut

(Vide Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945). Artinya, sangat sedikit waktu yang dimiliki

12



oleh Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyelesaikan persoalan pengujian Perpu,
baik itu pengujian materiil maupun pengujian formil. Karena jika suatu Perpu
disetujui ataupun ditolak oleh DPR melalui sidang paripurna yang memutuskan nasib

suatu Perpu. Secara mutatis mutandis, pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi pun

etape ‘eraturan

23 Sebagai contoh, baca Khairul Fahmi, 2023, “Perpu Tanpa Kegentingan Memaksa”, Media
Indonesia, (4 Januari 2023), Dikutip pada 28 November 2023.

24 Dalam pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi Menolak 4 Permohonan melalui putusan nomor
5/PUU-XX1/2023, putusan nomor 14/PUU-X11/2023, putusan nomor 18/PUU-XXI1/2023, dan putusan
nomor 22/PUU-XX1/2023.

% Dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi menolak 5 permohonan atas pengujian formil UU a quo.
Putusan atas 5 permohonan tersebut terdapat dalam putusan nomor 54/PUU-XXI1/2023, putusan
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yang disebutkan terakhir dilakukan terhadap UU No 6 Tahun 2023, tetapi karena UU
a quo lahir dari suatu Perpu, maka sangat sulit untuk tidak menyertakan Perpu Cipta

Kerja sebagai pijakan konstitusional dalam menilai konstitusionalitas formil dari

adanya UU a quo. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Zainal Arifin Mochtar

:ﬂNﬁ _

penetap

by

nomor 40/PUU-XXI1/2023, putusan nomor 41/PUU-XXI/2023, putusan nomor 46/PUU-XXI1/2023,
dan putusan nomor 50/PUU-XX1/2023.

% pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI1/2023 Tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, him 159-188. Dalam putusan
ini, terdapat 4 dissenting opinion oleh 4 hakim konstitusi yang terdiri atas Hakim Konstitusi
Wahiddudin Adams, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim
Konstitusi Suhartoyo.

27 |bid., him. 188.

28 |bid.
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memiliki kompotensi menilai suatu Perpu. Ketiga daya ikat Perpu yang relatif
singkat karena harus segera diputus dalam persidangan DPR pasca Perpu tersebut

diundangkan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi untuk

segera memutuskan uji formil suatu Perpu. Keempat, Mahkamah Konstitusi juga

a Presiden tidak mentaati prosedur

telah menjadi konsensus bersama.
pembentukan Perpu sebagaimana yang duatur di dalam UUD NRI 1945, UU Nomor

12 Tahun 2011, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur syarat-syarat

29 Jimly Asshiddigie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers: Depok, him. 227.
15



pembentukan Perpu, artinya Presiden sudah menyimpangi atau menyimpangi
hakekat kedaulatan rakyat itu sendiri.
Disinilah peran Mahkamah Konstitusi harus dihadirkan secara optimal, sebagai

lembaga yang ditugaskan untuk menjaga kemurnian konstitusi. Mahkamah

Konstitusi haruslah bertindak secara
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aya bagi seti

ibentuk tic
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Dewan

potensi yang dapat menyebabkan permasalahan ketatanegaraan lanjutan dikemudian
hari dapat diminimalisir.
Setiap Perpu yang dibentuk haruslah benar-benar ditujukan untuk menjamin

keamanan dan stabilitas negara meskipun berada dalam kondisi tidak normal
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sekalipun. Oleh karena itu, Perpu yang hadir haruslah konstitusional baik itu dari
segi substansinya maupun dari segi proses pembentukannya dan inilah yang menjadi
tanggung jawab besar Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjamin
konstitusionalitas Perpu tersebut. Dengan demikian, permasalahan konstitusional

sebagaimana yang diuraikan diatg ntuk dijadikan bahan pemikiran

MA '  Bigtem

ketatan n di Indonesia |
.RU SAN MASALAE ‘i

mencerma n lata : bada
aspefiis Constitutum (Huk{m Positif) and| Hifita-

4

citak fokus bagaimanall onsepsi set pengujian formil P ang

persetujuan atura _ lang-Undang di Dewan

Perwakilan Rakyat?
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C. TUJUAN PENELITIAN
Setiap penelitian ilmiah pastilah memiliki tujuan agar penelitian tersebut dapat

dilaksanakan secara maksimal. Adapun dapat penelitian ini, tujuan yang ingin
dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengujian formil terhadap Peraturan

di Mahkamah

PRI T
> ¥

mahm batasan déh hubunQan yang terjadi dikarenak

D. MA

anfaat dari diadakafiflya pene

t seGaralieonitl dapu anfaat se

pandangan-pandangan hukum terhatlap salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi yaitu menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945.
2. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan

pertimbangan dalam melakukan revisi atau perbaikan terhadap format batasan

18



antara Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil suatu Perpu
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas Perpu dan menata ulang
hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat perihal

persetujuan atas suatu Perpu.

hadap UUD NRI 1945, Sg

dan tidak bukan UrtaK mem gtapean terhadap rumpun kajian
yang menjadi objek penelitian. Selain itu, suatu karya akademik juga wajib untuk
tidak menjiplak dan meniru karya-karya akademik yang lain. Perlu dipahami bahwa
karya akademik haruslah dipandang sebagai suatu warisan yang agung dan sakral.

Sehingga setiap tindakan plagiasi terhadap suatu karya akademik dapatlah dinilai

19



juga sebagai tindakan tidak bermoral. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut juga
memperlihatkan sikap ketidakhormatan terhadap hasil pemikiran seseorang.
Untuk itu, sebelum penelitian ini dilaksanakan secara lebih mendalam. Penulis

mencoba menelusuri dan mengidentifikasi tulisan-tulisan sebelumnya yang juga

undang- ”'l:'\“ G
-
bersangkutan Joga=Rients

Konstitusi tentang pengujian formil. Dalam hal ini, fokus pengujian formil yang

dituju oleh saudrai Nur Fathimah Azzahra Syafril adalah pengujian formil terhadap

undang-undang.
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kedua adalah tesis yang ditulis oleh Alifah Rahmawati yang juga berasal dari
Universitas Indonesia pada tahun 2013. Tesis yang berjudul “Penyelesaian Pengujian
Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi” pada intinya mengkaji
bagaimana praktik penyelesaian persoalan pengujian formil suatu undang-undang di

Mahkamah Konstitusi. Yang a0 Reajilga_menyimpulkan bahwa terdapat

yaitu tesis
irlangga

ng (Perp

S|slpada tahun 20 I berang

& i

nangan konstit }\ 1alitds ‘ ‘ r

)

Alifah Rahmawati berfokus pada pengujlan formil undang-undang di Mahkamah
Konstitusi. Sedangkan tesis karya Syofyan Hadi berfokus pada Pengujian Perpu di
Mahkamah Konstitusi. Dari kesimpulan umum tersebut, dapat penulis tegaskan

bahwa ide yang akan penulis tuangkan di dalam penelitian penulis memiliki
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karakteristik dan konsentrasi tersendiri dari penelitian-penelitian tesis sebelumnya
dengan tema yang relatif mirip.

Penulis memfokuskan tulisan ini pada persoalan pengujian formil Perpu di
Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua variabel inti disini yaitu pengujian formil dan

kewenangan Mahkamah Konstitysidalaa=aasaguil formil Perpu. Dalam ide yang

F. KERANGKA TEORI D7 ONSE

Jika dikaitkan dengan teo - pulkan bahwa teori hukum
diartikan sebagai upaya untuk mempertimbangkan, mengamati, dan memandang
hukum secara mendalam. Teori hukum dalam sejarah perkembangannya memiliki

beragam bentuk pemikiran karena disebabkan atas latar belakang sejarah

%0 Budiono Kusumahamidjojo, 2019, Teori Hukum (Dilema Antara Hukum & Kekuasaan),
Yrama Widya : Bandung, Cet 3, him. 43.
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kehidupan manusia dan basis pemikiran yang mempengaruhinya.®! Teori hukum
menurut P.M Rondonuwu diklasifikasikan kedalam teori yang bersifat umum dan
teori yang bersifat khusus. Teori hukum yang bersifat umum diartikannya sebagai

kumpulan teori dari berbagai perspektif hukum yang bersifat doktrinal sedangkan

sebaliknya, teori hukum yang_hetsi dimaknai sebagai kumpulan dari

Mahkamah Konstitusi yang selama ifi belum banyak dijadikan bahan kajian

31 P.M Rondonuwu, 2023, Teori Hukum (Dari Eksistensi ke Rekonstruksi), Rajawali Pers :
Depok, Cet 2, him. 10.

32 |bid., him. 11.

33 Sudikno Mertokusumo, 2019, Teori Hukum, Maha Karya Pustaka : Yogyakarta, Cet 1, him.
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kritis. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan paradigma mengenai teori
kedaulatan rakyat, teori negara hukum, dan teori kepastian hukum sebagai berikut.
a. Negara Hukum

Secara normatif, ketentuan yang menegaskan prinsip negara hukum dalam

ua kategori yaitt®fiegara huk um

gan

gk lah

Nachtwachterstaat. Konsep tersebut menuntut negara bersifat pasif dan tidak

perlu untuk banyak mengurusi kehidupan rakyat sehingga dalam banyak literatur,

34 Jimly Asshidigie, 2006, Op.,cit. him. 69.
24



konsep tersebut juga dikenal sebagai konsep negara hukum penjaga malam.3®
Gagasan negara hukum penjaga malam inilah yang kemudian dilawan dengan

lahirnya konsep negara hukum formal sebagaimana merupakan salah satu

pembelahan konsepsi Rechtstaat yang dikenal dalam kepustakaan negara hukum

3) Dijaminnya hak asasi manusiati dalam konstitusi.

3% Zulkarnain Ridwan, 2012, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, Fiat
Justitcia Jurnal llmu Hukum, 5, (2), him. 142.

3 Astim Riyanto membagi konsep negara hukum dalam tiga aspek yaitu negara hukum liberal,
negara hukum formal, dan negara hukum materiil. Lebih lanjut baca. Munir Fuady, 2011, Teori
Negara Hukum (Rechtstaat). Refika Aditama : Bandung, Cet 2, him. 26-27.

37 Ibid.

3 Ibid.

% Ibid., him. 10.
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Perkembangan lebih lanjut dari paham negara hukum formal yang digagas
oleh Stahl dan Dicey melahirkan gagasan negara hukum materiil yang lebih
bercorak modern. Lahirnya konsep negara hukum materiil disebabkan oleh
beberapa faktor. Miriam Budiardjo misalnya menyebutkan bahwa ada tiga faktor

yang mempengaruhi lahirnya pegata-hulaum. materiil seperti pertama hal-hal yang

a pada prinsipn :‘ﬁ ; kan

\/

sarnya un ben [ at. !

K itu, pola negara MUKUM yang lian

ulang yang tujuannya ad ah | dak

DJAJAA

SaM. Derseri gt asi, dan

Sejatinya, keberadaan hukum df suatu negara dapatlah dipahami sebagai

bentuk ikhtiar negara yang bersangkutan untuk mengatur dan menata kehidupan

40 Moh, Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta: Jakarta, Cet 2, him. 29.

1 Ibid.

42 |bid.

3 Ibid.
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antar warganya.** Hukum juga dihadirkan untuk dapat memberikan jaminan
adanya kepastian hukum di dalam kehidupan bernegara. Yang mana, tujuan dari
hadirnya prinsip tersebut ditujukan tidak lain untuk menghindari kesewenang-

wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, penting untuk

’“gujian formil

terhadap fap resident jddlam

hara

N BAN

penikiran bahwa

suatu norma yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang

ada diatasnya. Dalam praktiknya, menurut Jimly Asshidigie. Terdapat 3 (tiga)

norma yang dapat diuji yaitu norma yang berbentuk peraturan (regeling), norma

4 Zaka Firma Aditya, 2020, Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan
Praktik, Rajawali Pers : Depok, Cet 1, him. 13.
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yang berbentuk ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi
(Beschiking), dan norma yang berbentuk putusan yang diputuskan oleh lembaga
peradilan (Vonnis).*® Masih menurut Jimly, jika pengujian norma tersebut
dilakukan oleh lembaga peradilan, maka pengujian tersebut dikenal dengan istilah

Judicial Review, sedangkan jika.ti dlalaukan oleh lembaga peradilan. Maka

embangan selanjutg

. Konsepsi

ard

materiil. Pengujian norma secara formil

dilakukan secara formil maupun secara

4 Jimly Asshidigie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika : Jakarta,
Cet 1, him. 1.

%6 Ibid.

47 Tanto Lailam, 2018, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia”,
Jurnal Konstitusi, 15, (1), him. 210.

“8 Ibid.
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artinya melihat apakah suatu norma sudah dibentuk sesuai dengan prosedur yang
mengaturnya. Menurut Jimly Asshidigie, untuk dapat melakukan pengujian formil
terhadap suatu norma. Hal yang dapat dijadikan tolok ukur adalah apakah bentuk

norma tersebut telah sesuai, lalu apakah dibuat oleh institusi yang berwenang, dan

apakah sesuai dengan prosedut.a 29 Jika suatu norma tidak merujuk

pengujian materiil. Pengujian mateflil ditujukan agar suatu norma tidak
bertentangan dengan norma diatasnya karena jika norma tersebut secara nyata

bertentangan dengan norma yang menjadi landasan pembentukannya, Dapat

49 Jimly Asshidigie, 2010, Op. cit., him. 42.
%0 Fatmawati, 2006, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum
Indonesia, Rajawali Pers : Depok, him. 5
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disimpulkan bahwa norma tersebut inkonstitusional dan harus tidak dapat lagi
diberlakukan.

Terhadap pemaparan diatas, sulit rasanya untuk tidak turut serta

memasukkan teori pengujian norma menjadi bagian dari beberapa teori dalam

sekaligus. Karena itu, setiap aturan huktim haruslah dibentuk dan dibangun secara

51 Fadly Andrianto, 2020, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”,
Administrative Law & Governance Journal, 3, (1), him. 115.

52 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, 1, (1), him. 14.
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jelas dan pasti agar hukum tidak menjelma menjadi monster yang dapat merusak
tatanan kehidupan manusia.

Kepastian hukum pada prinsipnya juga merupakan bagian dari tujuan
hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam lIde Das

Recht dimana beliau mengkomabinasiks kepastian, keadilan, dan

epastian hukum

proses ~ Hadpun
g (B

pelayanannya, = |

)aga

tersedia tidak memiliki potensi penafsiran yang multiintepretasi. Kalaupun

terdapat sengketa penerapan dan penafsiran suatu hukum, maka warga negara

53 Khairani, 2016, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Aspek Hubungan
Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja, Rajawali Pers : Depok, Cet 1, him. 16.

5 Op,cit.

% Op.,cit. him. 17

31



dapat mempertanyakannya melalui mekansime pengujian norma di lembaga yang
ditugaskan untuk mengintepretasikan suatu norma dalam suatu negara. Yang
muaranya adalah menyelesaikan persoalan intepretasi tersebut dan menghadirkan
kepastian hukum didalam kehidupan bernegara.

Jika dikaitkan denga a-yalgesadang dibincangkan, teori kepastian

utama dari objek kajian yang dibahas yang mencakup sebagai berikut :
a. Pengujian Formil
Secara normatif, ketentuan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan

pengujian formil diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

32



2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
NO 2 Tahun 2021). Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (3) peraturan a quo menjelaskan
bahwa.>®

“...Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian

)

I\

nodir terja o

gaang, suatu normd apat Sd

o 'r
~ Tetapi, prosedur

PE

formil adalah melihat aspek prosedural’pembentukan undang-undang atau Perpu

yang harus sesuai dengan yang diatur oleh UUD NRI 1945.

% Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
5" Irfan Nur Rachman, Alboin Pasaribu, dan M Lutfi Chakim, 2021., Op. cit., him. 16
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b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan instrumen perundang-undangan
yang diberlakukan untuk menyikapi kondisi yang disebut hal ihwal kegentingan

yang memaksa. Secara normati QislD dapat dilihat di dalam Pasal 1

" tidaknya 3 u

Peratura | | 18 ~ dan

materil, namun dilihat dari aspek forfmil. Baju yang digunakannya merupakan

peraturan pemerintah.®® Oleh karena secara materil, Perpu memuat substansi yang

seharusnya dimuat oleh undang-undang. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi

%8 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-
Undangan.
%9 Jimly Asshidigie, 2011, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers : Depok, Cet 2, him. 60.
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dapat mengambil bagian untuk menjadi penguji konstitusional Perpu demi
terjaganya kemurnian konstitusi.®°
c. Mahkamah Konstitusi
Di dalam UUD NRI 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur secara

kehakiman. Mahkamah Konstitusi

Tipe penelitian yarge garT Ini adalah penelitian yuridis

normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang tidak
membutuhkan dukungan data atau fakta-fakta sosial karena untuk dapat

menjelaskan hukum dalam penelitian yuridis normatif, hanyalah diperlukan

60 Ibid.
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ketersediaan bahan hukum untuk menjawab persoalan yang timbul.®* Kajian
tentang penelitian yuridis normatif meliputi pengkajian mengenai asas hukum,
sistematika hukum, singkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah
hukum.®?

2. Jenis dan Sumber Data

kijibh-Kajian k tékéﬁn yang kemudian melahirkan baha’h THum.
Dlhf senelitian yang mengg UM er s ai refgrgnsi,
kgbg bahan-baha -

aknya, t i ._ n. | Kdtiga
bah® (um terseb [ 3 - : der,

d aan hukum tersief&Selanjutn! 2 b apa

sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

61 Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian IImu Hukum, Mandar Maju : Bandung, Cet
2, him 87.
62 Ibid., him. 86
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4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata
Beracara Pada Perkara Pengujian Undang-Undang.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI11/2009 Tentang

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4

¢) Bahan Hukum Tersier
Berbicara mengenai bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yang
digunakan dalam penelitian ini berkutat pada beberapa jenis. Beberapa bahan

contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus
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hukum, website yang memuat artikel yang relevan dan bahan-bahan
pendukung sejenis lainnya.
3. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik.

Persoalan yang ditemukan terlebib.dak kap dideskripsikan secara gamblang

atu

4. katan Penelitian
litian ini Ina : ang
d Pendeka ' ‘ , ertddhng-

(Statute/Nornie e Appro “ortedtual

pengujian formil terhadap Perpu. S€lain itu, perundang-undangan merupakan
sumber utama sebagai instrumen penyelesai masalah sehingga keberadaannya

tidaklah dapat untuk disepelekan.
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Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berfokus
pada penelitian terhadap produk-produk hukum.®® Dengan kata lain,

pendekatan perundang-undangan melihat bagaimana hukum berjalan dengan

berfokus pada aspek hukum positif yang mendasarinya.

atik.

gk lah

lahir

Rafjaimana

alam konstitusi

merupakan refleksi dari perjalanah bangsa Indonesia menyusun fondasi-

fondasi negara dalam bingkai konstitusi. Untuk itu, penting untuk menjadikan

8 bid., him. 92.
& Ibid.
6 1bid.
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sejarah sebagai alat untuk mendeteksi bagaimana status quo yang terbentuk di
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia hari ini dapat terbentuk.

Dalam tataran penelitian hukum normatif, pendekatan sejarah (Historical
Approach) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai
alat untuk melihat Kkonsiruksi I kacamata kondisi yang

sa memiliki

gndiri, penulls melaktikan pende|

D nStIt

l R .
i

Pendekatan kasus sendiri adafah salah satu jenis pendekatan dalam

penelitian hukum normatif dimana peneliti berupaya membangun argumentasi

% 1bid.
7 1bid.
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berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi di lapangan.® Pendekatan ini juga
berfokus pada kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah
berkekuatan hukum tetap. Teknik yang digunakan adalah melihat bagaimana
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut sehingga nantinya

dapat digunakan sebagai_d3

graturan Pemerinta gganti L

7

an Atas Undang

objek perkara yang diuji merupakall objek yang penulis nilai sangat mampu
diperdebatkan secara akademik dikarenakan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu No 2 Tahun

8 |rwansyah, 2021, Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra
Buana Media : Yogyakarta, Cet 4, him. 138.
8 Ibid., hlm. 139.
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2023 lahir sebagai jawaban atas intepretasi Pemerintah terhadap perintah
Putusan Mahkamah Konstitusi yang melatarbelakanginya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang disinggung sebelumnya, dalam penelitian ini. Terdapat dua

sumber data yang digunakan

."

Data dan Ana [

digunakan T

ringkas, pola pengelolaan dan analisis data yang digunakan antara lain sebagai
berikut :
a) Menginvetarisasi peraturan perundang-perundangan dan aturan yang terkait

dengan objek yang akan dibahas.
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b) Mensistematisasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
c) Mengintepretasi peraturan perundang-undangan dan menyandingkannya

dengan konsep-konsep hukum dalam bahan hukum yang telah disestematisasi

JAJ '
KEDJA AAN >
N BANG
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